HarifTanggal
Wakiu Rapat
Acara

Pimpinan Rapat
Notulen
Peserfa
1. Pembukaan

2. Penyampaian
Materi

3. Pembahasan

NOTULEN

Senin / 29 Okiober 2018

08.00 Wita - selesai

Pembahasan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat terkait
pengadaan wifi dan jamban sehat kemuarga.

Pj. Sekretaris Daerah

Diny Prathiwi, SSTP

Terlampir

Rapat dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah

1. Walikota mendapatkan informasi bahwa terdapat beberapa kendala
terkait pengadaan pengadaan jamban sehat keluarga dan wifi RT.

2. Pengadaan jamban sehat keluarga di Kelurahan Berbas Pantai dan
Berbas Tengah, disinyalir mengalami kendala tidak dapat

dilaksanakan karena tidak ada upah tukangnya.

3. Pengadaan wifi untuk RT disinyalir terkendala karena dikhawatirkan
rentan temuan dalam pemeriksaan BPK sehingga Camat Bontang

Utara tidak berani melaksanakan kegiatan tersebut,
1. Pengadaan Jamban Sehat Keluarga

a. Untuk jamban sehat keluarga menggunakan kode rekening

belanja bahan material bangunan. Di dalam DPA hanya di
akomodir belanja bahan materiainya saja. Sedangkan uniuk
upah tukang tidak bias dimasukan di dalam anggaran. Dengan
demikian pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan
partisipasi dari masyarakai.

. Camat dan Lurah diminta untuk mengkomunikasikan dengan

baik hal ini, sehingga tidak ada kendala di lapangan pada
pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Pengadaan wifi untuk RT
a. Pengadaan wifi untuk RT menggunakan kode rekening belanja

jasa internet kantor. Pada dasarnya kode rekening ini,
merupakan kode rekening untuk operasional kantor. Jika
direalisasikan untuk wifi RT/masyarakat maka dikhawatirkan
akan rentan temuan dalam pemeriksaan  karena
ketidaksesuaian dalam penganggaran. Seharusnya Kode
rekening yang digunakan adaiah kode rekening barang yang
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. Jika  dipandang dari  sisi pehgawasan, maka dapat
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ditlaksanakan dengan alasan nilai manfaat yang dirasakan atas
keberadaan wifi itu iebin besar. Untuk itu Kelurahan diminta
untuk memperbaiki KAK pengadaan wifi tersebut dan
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dilaksanakan di tingkat RT.

. Jika pengadaan wifi dilaksanakan melalui mekanisme barang

yang diserankan Kepada masyarakat, maka haius memenuni
persayaratan sebagaimana diatur di dalam Permendagri No.
32 Tahun 2011 dan perubahannya, yaitu : 1) sifal hiban
barang/uang yang diberikan tidak bersifat wajib dan tidak



mengikat, sehingga tidak diberikan secara terus menerus
kepada penerima hibah; 2). pemberian hibah diberikan
herdasarkan proposal yang diajukan, kemudian dilakukan
verifikasi. Jika (elah diverifikasi malka dapat diberikan
rekomendasi atas proposal yang diajukan dan dimasukan
dalam 'RKF{D tahun berikutnya. Dan pada saat diserahkan
harus ada] NPHD dan Berita Acara Serah Terima

Dana/Barang. 3). Produta tidak boleh diberikan secara terus

Menerus ke%:ada penerima yang sama.

Fengadaan Ewifi di RT dilaksanakan untuic mendukunyg program

smart RT, ‘dimana warga dapat mengajukan permohonan

pelayanan administrasi kepada RT dan lurah melalui aplikasi

; herbasis intérmet/android yang dikenal dengan nama super RT.

Saat ini tidak semua RT meiek dengan teknoiogi, maka

| dengan adénya Wifi tersebut, miaka mienjadi sarana eUuKas]

bagi RT dan masyarakat dalam penggunaan aplikasi super RT
tersebut. |[Dampaknya diharapkan pelayanan kepada
masyarakat! dapat lebih baik dan cepat, karena dapat
diselesaikan melalui aplikasi ini saja.

e Kepala Dinas Komunikasi  dan  Informatika Daerah,
menyarankan agar semua kegiatan Produta yang berbasis RT
dapat dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan
Informatika, sehingga dapat disinkronisasikan dengan jaringan
IT Pemerintah Kota Bontang.

Kesimpuian © 1. Untuk jamban sehat keluarga menggunakan Kode rekening
belanja bahan material bangunan. Di datam DPA hanya i
akomodir belanja bahan materiainya saja. Sedangkan untulk upah
tukang tidak bias dimasukan di dalam anggaran. Dengan
demikian pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan partisipasi

‘ dari masyarakat.

' 2. Camat dan Lurah diminta untuk mengkomunikasikan dengan baik

‘ ; hal ini, sehingga tidak

3. Agar kegiatan pengadaan wifi dapat dilaksanakan, maka

diputuskan bahwa anggaran pengadaan wifi yang semula ada di
DPA masing-masing RT, digeser ke DPA kelurahan.

4. Kegiatan pengadaan wifi untuk RT hanya dialokasikan pada tahun

! 2018 saja dan tahun — tahun berikutnya kegiatan ini ditiadakan,

agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan.
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